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Abstrak
 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk anak perusahaan guna memaksimalkan kegiatan usahanya.

Adanya bentuk keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konteksÃÂ holdingÃÂ mengakibatkan

adanya polemik klasik pada masyarakat yang beranggapan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN

adalah BUMN. Hal ini kemudian muncul kembali dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden

tahun 2019 yang mana salah satu pihak pemohon menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah

BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum anak perusahaan BUMN yang

ditinjau dari prespektif hukum keuangan publik yang analisisnya dilakukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan terkait, pendapat pada ahli, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait guna

mengetahuiÃÂ status hukum anak perusahaan BUMN yang ideal. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif,

dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan

BUMN bukan berstatus sebagai BUMN, berdasarkan teori badan hukum anak perusahaan merupakan entitas

yang mandiri karena ia merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, konsep ini dapat dijumpai

dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan terbatas yang sudah selayaknya menjadi

acuan dalam membuat pengaturan mengenai konsep BUMN dan anak perusahaannya,ÃÂ ÃÂ serta dalam

anak perusahaan BUMN tidak terdapat kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara

secara langsung seperti halnya BUMN, oleh sebab itu anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN.

BerdasarkanÃÂ Penelitian ini, perlu dibentuk peraturan yang menegaskan bahwa terjadi transformasi

kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN dan perlu dilakukan sosialisasi lebih mengenai kekayaan negara

yang dipisahkan, dan status hukum anak perusahaan BUMN yang bukan merupakan BUMN.

<br>

State own enterprise (SOE) created subsidiaries company to maximize their profits. There is a connection

between the holding and their subsidiaries in the context of people perception that still translate subsidiaries

from state own enterprise is state own enterprise. This issue arrise again in the mid of 2019 presidential

election which one of plaintiff stated that subsidiaries from SOE is SOE. This research specificly discuss

about legal status of SOE subsidiaries from the perspective of public finance law whcih analize based on the

recent regulation, expert opinion, constitution court judicial decision to figure about legal status of the

subsidiaries. This research is excersise with juridis normative format with the type of descriptive analysis.

Conclusion from this research is that subsidiaries from SOE is not SOE. Based on Act No.40 year 2007

about limited liability company which is the reference of SOE concept and its subsidiaries, subsidiaries from

SOE also dont have such separation like the holding have. Based on this research there is a regulation that

needs to be made to reassure that there is a asset transformation of SOE, sosialization about seperated asset

between states and SOE, and legal status that subsidiaries of SOE is not SOE.
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